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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
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KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/361/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf c
Peraturan Menteri Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Penilai Adiwiyata Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tahun 2026 dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. menilai kelengkapan administrasi sekolah dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Peduli
dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

b. menilai komponen lingkungan sekolah dan bukti
pendukung dalam pelaksanaan Program Peduli dan
Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

c. menilai sekolah yang sudah berpredikat sebagai Sekolah
Adiwiyata Kabupaten untuk penilaian kondisi terakhir
sekolah sebelum diusulkan sebagai Calon Sekolah
Adiwiyata Nasional Tahun 2026;

d. menentukan sekolah yang meraih Predikat Adiwiyata
Tingkat Kabupaten atau disebut dengan Sekolah
Adiwiyata Kabupaten Tahun 2026 berdasarkan hasil
penilaian; dan

e. mengusulkan sekolah yang berhasil mendapatkan
Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten untuk
mengikuti seleksi Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
Tahun 2026.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 1 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/361/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA

TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA TAHUN 2026

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM TIM
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas
1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketua
" | Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan
Kepala Seksi Manajemen Sekolah PTK SD Dinas
2. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Anggota
Selatan
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian A ¢
Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan ngeota
4. | Wakil Rektor III IAl Darul Ulum Kandangan Anggota
S. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bangun Mandiri Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




